
 
 

STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN KODE PABRIK (NCAGE) DAN NOMER SEDIAAN NASIONAL (NSN) 

 

No 
Komponen Standar 

Pelayanan 
Uraian 

PENYAMPAIAN LAYANAN 

1 Persyaratan: 1. NCAGE 

a. Surat permohonan 

b. Form Ncage 

c. Company profile 

d. Akta notaris 

e. Surat ijin usaha perdagangan/ TDP 

f. Surat keterangan domosili 

g. Nomor pokok wajib pajak/ NPWP 

h. Duns number  

i. Sk pengesahan kemenkumham 

j. Lain-lain 

 

2. Permintaan Kodifikasi (NSN) 

a. Sudah mempunyai NCAGE 

b. Nama Materiil; 

c. Part number/nomor produksi; 

d. Spesifikasi teknis; 

e. Nama pabrik dan alamatnya; 

f. Negara produsen; 

g. Nomor kontrak pengadaan; 

h. Gambar teknik; dan 

i. Data teknis lainnya yang diperlukan untuk dapat 
melaksanakan kodifikasi. 
 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur: 

 

3 Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Ncage. Waktu pelayanan di hitung 15 hari kerja saat semua 
persyaratan diterima (mulai diberikan Ncage oleh Puskod 
sampai terbit data ncage di database/website NSPA 
https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home)  
 

2. NSN. Waktu pelayanan di hitung minimal 15 hari kerja saat 
semua persyaratan diterima berdasarkan jumlah data yang 
diproses 

 

4 Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif. 

 

5 Produk Pelayanan Jasa dengan penerbitan nomor Ncage dan NSN 

 

https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home


 
 

No 
Komponen Standar 

Pelayanan 
Uraian 

6 Penanganan 
Pengaduan, Saran dan 
masukan/ Apresiasi 

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara 
online melalui website https://www.kemhan.go.id/puskod/kotak-
pengaduan 

 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4846); 

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil 

Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kementerian 

Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386); 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan 

Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Pertahanan 

6. Juknis Kabaranahan Nomor 138 Tahun 2015 tentang 

Pendaftaran Kode Pabrik (NCAGE) 

2 Sarana dan Prasarana 

dan/atau Fasilitas 

Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses 
pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain:  

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan, meja dan sofa; 
2. Komputer; 
3. Printer; 
4. Jaringan internet; 
5. Pesawat telepon; 



 
 

No 
Komponen Standar 

Pelayanan 
Uraian 

6. Token/ key aplikasi NMBS  
7. Print sertifikat Ncage 
8. Mesin faksimile; dan 
9. Mesin fotokopi 

3 Kompetensi Pelaksana Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan 
fungsi tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:  

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan 
perundang-undangan;  

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kodifikasi 
dan aplikasi Ncore 

3. Pegawai yang memiliki keterampilan untuk transaksi 
internesional melalui aplikasi NMBS dan Aplikasi Ncore  
terutama Nato data exchange dengan format XML; 

4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara 
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 
kepada pihak yang memerlukan; dan Pegawai yang 
mampu mengoperasikan komputer. 

4 Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat 
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait; 

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan  
Dilakukan secara berkelanjutan. 

5 Jumlah Pelaksana Maksimal 5 (lima) orang pegawai/pejabat 

6 Jaminan Pelayanan 1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan;  

2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah 
mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 

3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin 
dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

7 Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan 
dapat dipertanggungjawabkan;  

2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan 
penugasan dari atasan langsung; dan 

3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi 
tanggungjawab pihak Puskod Baranahan Kemhan 
selama berada di lingkungan kantor Puskod Baranahan 
Kemhan. 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 
secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; dan 

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 
peningkatan kinerja pelayanan. 



 
 

 

 



 
 

      
 
 
 

PETUNJUK TEKNIS 
NOMOR : JUKNIS/138/III/2015 

 
TENTANG 

 
PERMOHONAN NCAGE  

DARI PERUSAHAAN KE PUSKOD 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1. Umum. 

 
a. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai salah satu 

unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana 
Pertahanan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan administrasi kodifikasi materiil 
pertahanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Puskod 
Baranahan Kemhan menyelenggarakan fungsi antara 
lain penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan 
serta penyiapan pengembangan kodifikasi dan sistem 
informasinya. 

 
b. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut 

secara   optimal  Puskod Baranahan  Kemhan sebagai  

National ….. 

 
 

National Codification Bureau (NCB) Indonesia perlu terus 
melakukan berbagai upaya guna meningkatkan 
kemampuan kodifikasi termasuk dalam menetapkan kode 
pabrik atau National Commercial And Government Entity 
(NCAGE) untuk perusahaan/ pabrikan/distributor, 
lembaga pemerintah, organisasi, penyedia jasa, yayasan 
dan perorangan  dalam negeri.  Dalam pengajuan 
permohonan kode NCAGE dari pihak pemohon kepada 
Puskod Baranahan Kemhan belum adanya aturan yang 
berlaku, sehingga pihak pemohon tidak mengetahui 
prosedur dalam proses permohonan kode NCAGE 

 
c. Untuk mempermudah proses permohonan kode NCAGE 

maka perlu dibuat petunjuk teknis (juknis) tentang 
permohonan kode NCAGE dari perusahaan ke Puskod 
Baranahan Kemhan. 

 
2. Maksud dan Tujuan.   

  
a. Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang prosedur permohonan 
kode NCAGE dari perusahaan ke Puskod Baranahan 
Kemhan. 

 
b. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam proses 

permohonan kode NCAGE dari perusahaan ke Puskod 
Baranahan Kemhan sesuai ketentuan yang berlaku. 

  
3. Dasar. 
 

a. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor  58 Tahun 2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan. 

 
b. Peraturan ….. 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 
BADAN SARANA PERTAHANAN 
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b. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor  04 Tahun 2014 
tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kodifikasi 
Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional di lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 
Indonesia. 

 
c. Allied Codification Publication-1 (ACodP-1) Sub-Section 

243 tentang Pemberian kode NCAGE. 
 

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.     
 

a. Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup ketentuan 
dan pelaksanaan permohonan kode NCAGE dari 
perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga pemerintah, 
organisasi, penyedia jasa, yayasan dan perorangan ke 
Puskod Baranahan Kemhan. 

 
b. Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai 

berikut: 
 

1) Pendahuluan. 
 

2) Ketentuan Permohonan Kode NCAGE dari 
Perusahaan ke Puskod Baranahan Kemhan. 

 
3) Pelaksanaan Permohonan Kode NCAGE dari 

Perusahaan ke Puskod Baranahan Kemhan. 
 

4) Ketentuan Penutup. 
 

5. Pengertian.     
 

a. Kodifikasi adalah sistem yang baku untuk membentuk 
bahasa  perbekalan  tunggal  (single supply language)  

dalam ….. 

dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor 
dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data 
terkini dari materiil bekal untuk kelengkapan data 
manajemen logistik. 
 

b. Nomor Sediaan Nasional (NSN) adalah kode materiil 13 
(tiga belas) digit numerik yang bersifat unik terdiri atas 
grup klas, kode negara dan nomor identifikasi yang  
ditetapkan oleh NCB, untuk Indonesia ditetapkan oleh 
Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian 
Pertahanan sebagai NCB Indonesia. 

 
c. National Codification Bureau (NCB) adalah Badan 

Kodifikasi Nasional negara yang diberi wewenang oleh 
AC/135 sebagai penghubung antar sesama NCB dan 
antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, 
bertanggung jawab atas pengelolaan data kodifikasi 
nasional dan bertindak sebagai pusat rujukan data 
kodifikasi materiil. 

 
d. NATO Codification System (NCS) adalah sistem 

kodifikasi yang berlaku secara internasional yang 
digunakan dalam rangka mendukung kebutuhan logistik 
anggota negara NATO dan Non NATO. 

 
e. Kode Pabrik/Commercial and Government Entity (CAGE) 

adalah nomor yang khas terdiri atas 5 (lima) digit numerik 
atau gabungan alpha numeric yang ditetapkan oleh 
Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan bagi Industri 
Pertahanan (Perusahaan, industri, lembaga pemerintah 
dan non pemerintah, yayasan, komunitas, penyedia jasa 
dan perorangan). 

 

 

f. NATO ….. 
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f.  NATO Codification System Repository (N-CORE) adalah 
sistem aplikasi kodifikasi untuk mendukung kegiatan 
kodifikasi penetapan NSN. 

 
g. NATO Mailbox System (NMBS) adalah layanan EDI 

(Electronic Data Interchange/pertukaran Data Elektronik) 
NSPA yang digunakan komunitas NCS untuk 
mengintegrasikan dan melakukan pertukaran data/berita 
secara elektronik. 

 
h. NATO Support And Procurement Agency (NSPA) adalah 

organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi 
untuk AC/135 atau Organisasi Kodifikasi Internasional 
yang beroperasi dan bermarkas di Grand Duchy, 
Luxembourg. 

 
i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan 
terus menerus bekerja serta berkedudukan dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan 
memperoleh keuntungan atau laba. 

 
j. Pabrikan adalah suatu badan usaha milik  negara   atau 

perusahaan, firma, korporasi yang menetapkan 
karakteristik, desain dari produksi barang dengan 
bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan 
produk. 

 

k. Distributor/Pemasok adalah penyedia materiil yang 
memasok/menyediakan materiil dalam proses 
pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara. 

 

 

 

l. Yayasan ….. 

l.  Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai 
maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan 
kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan 
persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-
undang. 

 

m. Penyedia jasa adalah perusahan atau organisasi yang 
menyediakan jasa seperti konsultasi, hukum, real estate, 
pendidikan, komunikasi, penyimpanan, pengolahan, dan 
banyak layanan lainnya. 

 

n. Organisasi adalah sekelompok orang berbadan hukum 
yang mendapatkan bantuan dana maupun hibah dan 
fasilitas lainnya dari suatu negara yang tergabung dalam 
NCS. 

 

o. Perorangan adalah individu/seseorang yang 
mendapatkan bea siswa, kontrak kerja dan fasilitas lain 
dari suatu negara yang tergabung dalam NCS.  

 

p. KHN adalah format transaksi (pengiriman, update dan 
penonaktifan) kode NCAGE ke NSPA. 

 

q. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara 
sistematis di dalam komputer dan disusun sedemikian 
rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling 
berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam 
mengelolanya dan memudahkan memperoleh informasi. 

 
 
 

BAB II ….. 
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BAB II 
 

KETENTUAN PERMOHONAN KODE NCAGE  
DARI PERUSAHAAN KE PUSKOD BARANAHAN KEMHAN 

 
 
6. Ketentuan permohonan kode NCAGE. Ketentuan permohonan 

kode NCAGE dari perusahaan ke Puskod Baranahan Kemhan 
merupakan prosedur atau persyaratan yang harus dilengkapi 
oleh pemohon untuk mendapatkan kode NCAGE. Pemberian 
kode NCAGE ditujukan bagi  perusahaan/pabrikan/distributor, 
lembaga pemerintah, organisasi, penyedia jasa, yayasan dan 
perorangan di dalam negeri. Proses pemberian kode NCAGE 
diselenggarakan oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan 
dipublikasikan ke seluruh  negara-negara pengguna NCS. 

 
7. Prinsip.  Permohonan kode NCAGE di Puskod Baranahan 

kemhan pada prinsipnya dilaksanakan untuk 
perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga pemerintah, 
organisasi, penyedia jasa, yayasan dan perorangan yang 
berdomisili/beralamat di negara Indonesia. 

 
8.  Tujuan. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang 

ketentuan permohonan kode NCAGE dari perusahaan ke 
Puskod Baranahan Kemhan. 

 
9.  Prosedur permohonan kode NCAGE. 
 

a. Pengajuan permohonan kode NCAGE dapat dilakukan 
berikut: 
 
1) Pabrikan/Distributor yang mempunyai kriteria: 

 
 

a) Pabrikan ..... 

a)  Pabrikan yang menjadi sumber pengadaan 
materiil bekal. 

 
b) Pabrikan yang memproduksi peralatan 

produksi yang dipublikasikan dalam buku 
manual peralatan industri.  

 
c) Pabrikan yang mensuplai materiil yang 

digabungkan dengan produk-produk yang 
dihasilkan oleh pabrikan penyedia gambar 
tehniknya. 

 

d) Distributor yang mensuplai kebutuhan di 
dalam negeri untuk materiil yang diproduksi 
oleh pabrikan yang berlokasi di dalam 
maupun luar negeri.  

 
2) Pemerintah yang mengendalikan desain materiil 

tetapi tidak memproduksi atau menjual materiil 
secara langsung dan yang mendapatkan bantuan 
dana/hibah dari negara pengguna NCS 

3) Organisasi yang berhubungan dengan 
pengembangan standarisasi/spesifikasi nasional 
maupun internasional atau dokumen yang terkait.  

4) Penyedia jasa seperti konsultan, hukum, jasa 
pengiriman, real estate, pelatihan, studi penelitian, 
perhotelan, penerjemah dan lain-lain. 
 
 
 
 
 

5) Yayasan ….. 

8 



 
 

5) Yayasan yang menerima bantuan dana dan hibah 
dari negara pengguna NCS.  
 

6) Perorangan yang mendapatkan beasiswa dan 
fasilitas lain dari negara pengguna NCS. 
 

b. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan 
kode NCAGE adalah sebagai berikut: 

 
1) Pabrikan/distributor/penyedia jasa/hotel: 

 
a) Surat permohonan.  

 
b) Mengisi formulir permintaan kode NCAGE 

(lampiran “I”). 
 

c) Foto copy akte pendirian perusahaan. 
 

d) Foto copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP). 
 

e) Foto copy legalitas instansi 
berwenang/Surat Persetujuan 
Penyelenggaraan Pendidikan/surat izin 
pendirian (khusus penyedia jasa 
pendidikan/pelatihan). 
 

f) Foto copy Surat keterangan domisili. 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Instansi ….. 

2) Instansi pemerintah: 
 

a) Surat permohonan. 
 

b) Mengisi formulir permintaan kode NCAGE.
  

 
3)  Yayasan/organisasi: 

 
a) Surat permohonan. 

 
b) Mengisi formulir permintaan kode NCAGE. 

 
c) Foto copy akte pendirian. 

 
d) Foto copy surat keterangan domisili. 

 
4)  Perorangan: 

 
a) Surat permohonan. 

 
b) Mengisi formulir permintaan kode NCAGE. 

 
c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

 
d) Foto copy Surat Perintah/penunjukan 

kegiatan atau surat izin bekerja (work 
permit) bagi tenaga kerja asing. 

 
 
 
 
 

c. Waktu ….. 
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c.  Waktu pemrosesan kode NCAGE.   Proses kegiatan 
pemberian kode NCAGE membutuhkan waktu 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan 
lengkap oleh Puskod Baranahan Kemhan.  
 

d. Masa Berlaku.  
 

1) Masa berlaku kode NCAGE selama 5 (lima) tahun. 
 
2) Perpanjangan kode NCAGE dapat dilakukan jika 

perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga 
pemerintah, organisasi, penyedia jasa, yayasan 
dan perorangan tersebut masih aktif dengan 
mengajukan surat permohonan sesuai butir 9b. 

 
10.  Sertifikasi kode NCAGE.   Proses sertifikasi kode NCAGE 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:   
 
a. Penerbitan sertifikat dapat dilakukan sebagai berikut: 
 

 1)  Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan akan 
menerbitkan sertifikat kode NCAGE bagi 
perusahaan yang telah dinyatakan valid dan telah 
ditetapkan kode NCAGE. 

 
2)  Perusahaan yang belum memiliki sertifikat tetapi 

sudah memiliki kode NCAGE dapat mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat 
Kodifikasi  Baranahan Kemhan. 

 
 
 
 
 
 

b. Penyerahan ….. 

b. Penyerahan sertifikat dapat dilakukan sebagai berikut: 
 
1) Pusat Kodifikasi  Baranahan Kemhan akan 

menginformasikan kepada pemohon apabila 
sertifikat kode NCAGE tersebut telah selesai 
diproses. 

 
2)  Perusahaan  dapat mengambil  sertifikat kode 

NCAGE di kantor Pusat Kodifikasi Baranahan 
Kemhan.  

 
3)  Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan perusahaan 

tidak mengambil sertifikat kode NCAGE maka 
kode NCAGE perusahaan tersebut akan di non 
aktifkan. 

 
c. Penonaktifkan kode NCAGE. Kode NCAGE yang telah                 

diberikan akan dinonaktifkan jika perusahaan tersebut 
tidak aktif/tutup/bangkrut/masa berlaku berakhir. 

 
d. Cetak Ulang Sertifikat 

 
1) Pemegang sertifikat dapat mengajukan 

permohonan cetak ulang apabila: 
 

a) Terdapat kesalahan penulisan atau 
kerusakan pada sertifikat. 

 
b) Sertifikat tersebut hilang. 

 
 
 
 
 

2) Pemegang ….. 
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2) Pemegang sertifikat dapat mengajukan 
permohonan cetak ulang dengan ketentuan: 

 

a) Surat permohonan cetak ulang ditujukan 
kepada Pusat Kodifikasi Baranahan 
Kemhan.  

 

b) Surat permohonan memuat kesalahan 
penulisan berikut perbaikan penulisannya 
dengan bukti pendukung dan melampirkan 
sertifikat asli yang salah cetak atau rusak. 

 

c) Proses cetak ulang sertifikat diberikan 
kepada pemohon selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari kerja sejak surat permohonan 
cetak ulang diterima oleh Puskod 
Baranahan Kemhan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III ….. 
 

BAB III 
 

PELAKSANAAN PERMOHONAN  KODE NCAGE DARI 
PERUSAHAAN KE PUSKOD BARANAHAN KEMHAN 

 
 

11. Pelaksanaan permohonan kode NCAGE. Perusahaan 
mengajukan permohonan ke Puskod Baranahan Kemhan 
sesuai dengan ketentuan permohonan kode NCAGE.  
Permohonan diajukan secara tertulis dan dikirim melalui email, 
via pos ataupun perusahaan mengantar  langsung ke Puskod 
Baranahan Kemhan. Sebelum ditetapkan Kode NCAGE akan 
dilakukan verifikasi data perusahaan (pemohon) untuk 
mengetahui lengkap tidaknya data  tersebut. 

 
12. Metode. Untuk memberikan kode NCAGE dilakukan 

metode sebagai berikut: 
 

a. Menggunakan aplikasi NCORE yang dapat memberikan 
nomor urut kode NCAGE yang tepat untuk menghindari 
duplikasi nomor. 
 

b. Tinjauan pustaka yaitu data perusahaan yang diberikan 
perusahaan berupa data fisik perusahaan (alamat, kode 
pos, nomor telepon, faximile, email dan website), 
company profile, surat ijin usaha, dan surat keterangan 
domisili.  

 
 
 
 
 
 
 

13.  Teknik ….. 
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13.  Teknik Pelaksanaan.  Permohonan pemberian  kode NCAGE 

dilakukan sesuai Flowchart  (lampiran “II”) dengan mekanisme 
sebagai berikut: 

 
a.  Perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga pemerintah, 

organisasi, penyedia jasa, yayasan dan perorangan di 
dalam negeri mengajukan permohonan pemberian kode 
NCAGE kepada Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan 
Kemhan secara tertulis melalui Email, via Pos atau 
diantar langsung. 

 
b.  Perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga pemerintah, 

organisasi, penyedia jasa, yayasan dan perorangan di 
dalam negeri melengkapi persyaratan data perusahaan 
sesuai dengan ketentuan permohonan kode NCAGE. 

 
c. Puskod Baranahan Kemhan memverifikasi kelengkapan 

persyaratan data perusahaan. 
 
d. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka Puskod 

Baranahan Kemhan menetapkan kode NCAGE (struktur 
kode NCAGE lampiran “III”) dengan menggunakan 
aplikasi NCORE kemudian disimpan ke dalam database. 
Tetapi apabila data perusahaan tersebut belum lengkap 
maka pihak perusahaan diinformasikan agar melengkapi 
kekurangan datanya. 

 
 
 
 
 
 
 

e.  Kode ….. 
 

 
e. Kode NCAGE yang telah ditetapkan oleh Puskod 

Baranahan Kemhan selanjutnya didaftarkan ke NSPA 
melalui NMBS dengan format KHN untuk diaktifkan. 

 
f. Setelah kode NCAGE diaktifkan oleh NSPA, Puskod 

Baranahan Kemhan menerbitkan sertifikat yang disahkan 
oleh Kapuskod Baranahan Kemhan. 

 

g. Puskod Baranahan Kemhan memberikan informasi 
kepada perusahaan untuk pengambilan sertifikat kode 
NCAGE. 

 
14.  Dokumentasi.  Setiap kode NCAGE yang telah ditetapkan untuk 

perusahaan/pabrikan/distributor, lembaga pemerintah, 
organisasi, penyedia jasa, yayasan dan perorangan di dalam 
negeri dilakukan pencatatan dan pengarsipan di Puskod 
Baranahan Kemhan. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

15. Petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi 
perusahaan dalam melaksanakan permohonan kode NCAGE ke 
Puskod Baranahan Kemhan. 

 
16. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan 

disesuaikan dengan kebutuhan. 
 
17. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.  
 

 Dikeluarkan di Jakarta 
   Pada tanggal             Maret  2015 

 
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan 

Kepala Pusat Kodifikasi, 
 
 
 

Johny Kadarma, M.Sc 
Marsekal Pertama TNI 

 
 

 

 



















































LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR 
SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR PSCN 
(PERMANENT CONTROL SYSTEM NUMBER)

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Cap/tertanda 

PURNOMO YUSGIANTORO

Autentikasi 
Kepala Biro Tata Usaha 

Setjen Kemhan,

XXXX 45 P AA 0001

Huruf Alfabetic yang ditetapkan Puskod

Kode Standar yang ditetapkan Puskod

Nomor urut Identifikasi di Puskod

*• Kode NCB Negara Indonesia 

Kode Grup dan Klas Materiil/

Kode 53 : Group Hardware & Abrasive 

: Kelas ScrewsKode 05

Kode 45 : Kode NCB Negara Indonesia

Kode PAA : Kode Standar dan Alfabetik

Kode 0001 : Nomor urut Identifikasi Barang

bmBarig HartawafirM.Sc
Brigadir Jenderal TNI


